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ABSTRAK

Tuntutan reformasi disegala bidang salah satunya adalah mengkaji
kembali undang — undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pkok
pemerintahan di daerah yang selama ini menjadi pijakan dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah tidak bisa dihindari lagi, kelemahan
dalam undang — undang tersebut yang tidak memiliki semangat reformasi
sudah layaknya diganti. Oleh karena itu untuk merespon tuntutan masyarakat
luas terhadap penyelenggaraan pemerintah maka DPR bersama - sama
pemerintah mengeluarkan Undang — undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah serta Undang — undang nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu
sektor pendukung keberhasilan pelaksanaan kedua undang — undang tersebut
adalah mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah sebagal tiang penyangga
perekonomian dengan pembagian keuangan sebesar 30% untuk pusat dan
70% untuk daerah, permasalahannya adalah sejauh mana pemerintah daerah
mengoptimatkan pendapatan dari penerimaan sektor pajak dan retribusi
daerah, dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah serta
masalah apa yang timbul dengan berlakunya Undang — undang nomor 22 dan
25 Tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan sektor pajak dan retribusi
dacrah . Pengertian secara spesifik mengenai pajak daerah secara khusus telah
dirumuskan dalam pasal 1 angka (6) Undang — undang Nomor 34 Tahun
2000, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan
pengertian Retribusi daerah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (26)
Undang-undang No. 18 tahun 1987 yaitu pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi, menganalisa dan menjelaskan
tentang keberadaan pajak dan retribusi daerah sejak diberlakukannya Undang-
undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yang diharapkan dapat memberikan
manfaat atau kontribusi sebagai bahan masukan dalam mengkaji  dan
membuat kebijaksanaan strategis berkaitan dengan penggalian pendapatan
daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam suatu penelitian agar
memenuhi syarat keilmuan, maka diperfukan pedoman yang disebut
metodologi penelitian atau metodologi riset sehubungan dengan hasil yang
hendak dicapai dari penyusunan tesis ini adalah usaha memenuhi hukum®“in
Concreto”dalam ‘penyelesaian suatu perkara tertentu maka diperlukan
penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Dengan dikeluarkannya
undang — undang tersebut yang memberi kewenangan yang luas nyata dan

bertanggung jawab kepada dacrah secara proposional memberi konsekwensi




kemampuan daerah untuk memeneg dirinya dalam pengelolaan sumber dana.
Salah satu sektor sumber pendapatan daerah yang sangat potensional adalah
mengoptimalkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tiang penyangga
perekonomian dengan pembagian perimbangan keuangan sebesar 30 % untuk
pusat dan 70 % untuk daerah akan sangat menguntungkan  bagi
perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah, Namun demikian
perlu diingat bahwa dalam melaksanakan pungutan pajak dan retribusi perlu
diperhatikan pula kemampuan masyarakat dalam membayar serta perlu
adanya kepastian hukum dengan mengeluarkan peraturan daerah. Kesadaran
dan kemampuan masyarakat dalam membayar akan menjadi tolok ukur
keberhasilan pemerintah daerah menggali sumber pendapatan, selain dan
sector pendapatan yang lain.




Abstract

One of all-aspect-reform demands is to re-analyze legislation
1n0.5/1974 on regional government regulations which so far have been the
grounds for government administration. It is urgently unavoidable because it has
no reform spirit content at all. To comply with the people’s demand on
government administration reform, the House of Representatives along with the
government have issued legislation 10.22/1999 on Regional Government and
legislation no.25/1999 on Regional and Central Government Financial Balance.

The issuance of these legisiations has brought a fuil and responsible
anthority to the regional governments to proportionately manage and explore
their own resources. One of the most potential income resouces is local
retributions and taxes optimalization used as econoncal faoundations in which
30 % - 70 % ratio (for ceniral and regional government respectively) is very
profitable for regional economy and development. The problem lies on the
regions’ inequality in terms of natural and human resources that in turn would
cause significant differences in regional government administration. Therefore,
regional development power will largely depend on human resources and the
availability of sufficient natural resources as one of the key factors to measure
regional autonomy successes.

As a vital player in taxes and retributions collection, Regional
Revenues Agency (Dipenda) is required to be more active in secking fund as
local income, particularly those in the regions wich have no sufficient natural
resources , so that there will be no remarkable gaps between one region and
the others.

However, it is advisable that, in levying taxes and retributions, we
consider people’s readiness and legislations establishment by enacting local
regulations. People’s awareness and readiness to pay taxcs will help the
government in seeking local income besides the ones from other sectors.

By using the regulations mentioned above, will give a fact authority and widely
responsibles to the regional government and propotionately will give the
regional establishment by managing itseif in seeking the fund.

One of the very potencial sector of regional local income to optimally the Taxes
and Regional Retribution for improving economic profitable by deviding
. finacial 30 % for central and 70 % for regional.

Never the less, its reminded for implementation of Retribution and Tax
payment should be consideret of basic sociaty payable either fixed low by
issuing local regulation

The clearance and capacity of the comunities in paying duties would be basic
successfully of Local Government in incoming founded, again other sector
incoming.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang :

Perubahan yang begitu cepat dibidang politik dan ekonomi yang
melanda dunia dewasa ini memberi arti penting terhadap tatanan
pemerintahan. Tuntutan reformasi disegala bidang tidak terlepas dari
pengaruh perubahan dunia yang semakain global tersebut. Krisis ekonomi
yang diikuti oleh keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar
hingga mencapai titik tertinggi dalam sejarah perekonomian Indonesia
menyebabkan adanya tuntutan — tuntutan perubahan yang fundamental di
bidang pemerintahan, Ttespon  Ppositip diberikan oleh  Majelis
Purmusyawaratan Rakyat dengan mengeluarkan Ketetapannya Nomor
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan,
Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan
serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu Indonesia juga sudah pernah
melaksanakan perubahan dibidang perpajakkan yaitu pada tahun 1983
untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sebagai pengganti
penerimaan dari sector minyak dan gas bumi dengan dikeluarkannya

Undang — undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang —




undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP serta Undang — undang
Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang — undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sepuluh tahun
kemudian vyang dilatarbelakangi oleh adanya perubahan situasi politik
slobal dan situasi ekonomi internasional akibat runtuhnya negara adidaya
ke dua yaitu Uni Soviet.

Dalam upaya melaksanakan ketetapan majelis Permusyawaratan
rakyat tersebut maka pemerintah bersama — sama Dewan Perwakilan
Rakyat mengeluarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

Konsekwensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada
daerah tersebut, tentunya berdarﬁpak pada kebutuihan akan pelayanan
kepada masyarakat menjadi semakin besar pula. Oleh karena itu daerah
harus mampu menggali sumber Keuangan sendiri schingga dapat

meneydiakan sumber — sumber pembiayaan yang memadai.

Pasal 79 Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo pasal 3
Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 discbutkan sumber Pendapatan
Daerah terdiri dari
a. Pendapatan Asli Daerah yaitu
1) Hasil Pajak Daerah

2) Hasil Retribusi daerah

T e e et E S



3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
4) Lain—lain
b. Dana Perimbangan
¢. Pinjaman daerah; dan

d. Lain — lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penunjang
pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri dan
aspirasi masyarakat, jadi pada dasarnya dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat beban masyarakat harus bgrimbang dengan pelayanan

yang diberikan oleh aparat Pemerintah Daerah.

Apapun bentuk dan jenis Pendapatan Ash daerah yang dipungut
oleh daerah harus diartikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat , dan untuk itu Pemerintah Daerah harus mampu memberdayakan
masyarakat dan sebaliknya masyarakat secara aktif berperan serta dalam

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 1)

1}, Kebijakkan Departeman Dalam negeri di Bidang Pendapatan dan Keuangan Dacrah,
Makalah Rapat Koordinasi Tekuis Divektorol Jenderal Umum Daerah, Jokarta Tanggal 23
Maraet 2000




Dari beberap‘a sumber pendapatan daerah, penerimaan dari seltor

Pajak dan Retribusi Daerah merupakah salah satu andalan dalam pembiayaan

dan pelaksanaan otonomi dacrah yang dituntut mampu membangun dan
menjalankan roda pemerihtahan sendiri, hal ini dapat dipahami karena :

1. Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang besar dan proposional

merupakan tolok ukur bagi daerah terhadap kemampuan untuk membiayai

secara mandiri penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;

I

Pajak dan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh asas ekonomis dan asas non
distorsi ;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan akti{ dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan hak dan kewajiban sebagal warga negara.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pajak dan
Retribusi Daerah adalah Undang — undang nomor 34 Tahun 2000 yang
merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997. Ketentuan
dalam perundangan ini jenis Pajak Propinsi hanya dikenakan pada empat jenis
pungutan pajak dan untuk pajak Kabupaten/Kota ada tujuh sedangkan untuk
jenis pungutan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan tertentu.
Dari fakta di atas jelaslah bahwa potensi pajak daerah tidak merata di semua
daerah hal ini sangat erat kaitannya dengan kondisi sumber daya alam dan
tingkat ekonomi masyarakat schingga mempengaruhi besar nilai pungutan
pajak dan retribusi daerah , sebagai contoh daerah kota yang memiliki potensi

wisata dengan daerah yang tidak memiliki cukup sumber daya alam serta




kecilnya potensi wisata akan sangat kentara sekali pada percepatan
pertumbuhan pembangunan .

Dengan ketatnya persyaratan dan kriteria untuk penetapan
jenis pajak baru maka kreatifitas daerah untuk menggali dan mengembangkan
jenis pajak semakin sulit. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan hakekat
pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana

diamanatkan oleh Undang — undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999

1.2 . PERUMUSAN MASALAH
Sejak diterbitkannya Undang - undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang — undang Nomor 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka
peranan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menjadi
sangat penting oleh karena itu kemampuan daerah dalam pencarian
sumber dana sangat diperhukan terutama pada sektor pajak dan Retribusi
Daerah
Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menj adi perumusan
masalah adalah :
1. Sejanh mana pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan dari
penerimaan  scktor Pajak dan Retribusi Daerah, dalam upaya

menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah ?




2. Masalah apa vang timbul dengan diberlakukannya Undang — undang
Nomor 22 dan 25 tahun 1999 terutama vang berkaitan dengan sekior
Pajak dan Retribusi Daerah?

3. Kebijakan apa sajakah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah

untuk melakukan reformasi dalam peluang penggalian pajak dan

retribusi daerah, guna menopang pendapatan daerah?

1.3 . KERANGKA TEORITIS

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagt negara, yaity
sebagai salah satu sumber penerimaan dan pembangunan , serta sebagai
alat regulasi. Hal ini berarti pajak dapat digunakan untuk mengatur
redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber — sumber
ekonomi dan persaingan. Pada masa yang akan datang manajemen pajak
akan memegang peranan penting, baik yang berkaitan dengan fungsi
budget maupun fungsi regulasi.

Menurut Miyasto secara historis pajak sudah lama menjadi
bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Sejak mashab
klasik yang dipelopori oleh Adam Smnith, David Ricardo, J hon Stuart Mill
dan Thomas Malthus, pajak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam kehidupan suatu bangsa. Darl pajak‘inilah negara membiayal
kegiatan — kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan

pembangunan serta dapat digunakan sebagai instrumen penting untuk




membangun keunggulan — keunggulan strategis suatu bangsa

dibandingkan bangsa lain. 2)

Sedangkan pengertian spesifik mengenai pajak daerah secara
kusus telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (6) Undang — undang Nomor
34 Tahun 2000, yaitu Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah taﬁpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang — undangan yang beriaku
vang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pembangunan Daerah.

Dari definisi diatas dapat disebutkan bahwa pajak memenuhi
unsur — unsur :

1. Turan rakyat kepada negara, ini berarti yang berhak memungut pajak
hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang ( bukan barang )

2. Berdasarkan Undang — undang, berserta peraturan pelaksanaannya.

La

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi yang secara langsung dapat
ditunjuk, dalam pembayaran pajak ini dapat ditumjukkan adanya

kontra prestasi individual oleh pemerintah.

2) Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Globalisasi, pidato pengukuhan
Guru Besar Madya, dalam Hinw Lkonomi, 1997 2




4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran

- pengeluaran yang bermanfaat bagi masayarakat luas. 3)

Lain halnya dengan Retribusi pada umumnya berhubungan
langsung dengan prestasinya, retribusi didasarkan atas peraturan — peraturan
yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat
dipaksa pula yaitu “barang siapa ingin mendapat Prestasi tertentu dari
pemerintah harus membayar” cara pembayaran ini bermacam - macam,
kadang — kadang tidak dengan uang melainkan dengan meterai, sebagal
contohnya adalah ada dalam akta berburu, menagkap ikan, bahkan ada yang
memakai cara pemungutan pajak langsung (misal di Netherland) , untuk
pungutan uang sekolah orang tua wali murid menerima semacam surat
ketetapan uang pajak (aanslagbiljet) dengan demikian dapatlah dikatakan
disini bahwa dari cara membayarnya saja, pada umumnya tidaklah dapat
diketahui, kita berhadapan dengan suatu retribusi atau dengan pajak. 4)

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah telah dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 yaitu

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

3) Mardiasmo, Perpajakan Andi Yogyakarta, 1995, hal 1.
4) (R. Santoso Brotodihardjo, Penganiar Ilmu Pajok, PI Refika Aditama Edisi Keliga,
bandung, hal 7)




yang khusus disediakan dan atau .ciiben'kan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang atau badan”

Sesuai pengertian retribusi atau retribusi daerah diatas, dapat
ketahui bahwa pada hakekatnya pengertian retribusi daerah sama dengan
pajak daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada kontra prestasi atas
pungutan tersebut, Pajak daerah kontra prestasinya tidak diperoleh secara
langsung oleh wajib pajak, sedang untuk retuibusi diperoleh kontra prestasi
secara fangsung oléh wajib pajak dalam bentuk pelayanan jasa ataupun
perizinan tertentu.

Seiring luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah
sehagaimana dengan diterbitkannya Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
maka konsekwensi vang diterima daerah adalah kesanggupan untuk dapat
menyediakan sumber — sumber pemnbiayaan yang tidak sedikit, karena luasnya
kewenangan akan diikuti pula oleh meningkatnya tuntutan masyarakat atas
pelayanan pemerintah daerah. Undang — undang tentang pemerintah daerah
disini merupakan acuan daerah dalam melaksanakan otonomi yang akan
berlaku efekiif per bulan Mei 2001, untuk itu daerah dituntut segera
mempersiapkan serta mengantisipasi pelaksanaannya.

Salah satu upaya yang harus ditempuh oleh daerah untuk
mengantisipasinya adalah dengan menyiapkan sumber — sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Beberapa permasalahan yang akan

pmuncul dengan berlakunya Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999




diantaranya adalah mengenai penggalian sumber keuangan yang berasal dari
pajak dan retribusi daerah yang masih mengacu pada Undang — undang
Nomor 18 Tahun 1997 dimana ditetapkan dalam Undang — undang tersebut
jenis — jenis pajak dan retribusinya dipungut oleh daerah secara limitatif,
sehingga menyulitkan bagi daerah untuk berkreasi dalam menggali sumber
keuangannya sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 huruf a sampai dengan h
Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pertentangan antara isi yang terkandung dalam Undang — undang
Pajak dan Retribusi Daerah dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang
— undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, mengakibatkan adanya upava

dilakukannya reformasi sistem Perpajakan dan Retribusi yahg berlaku saat 1.

1.4 . TUJUAN PENELITTIAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi,
menganalisa dan menjelaskan tentang keberadaan Pajak dan Retribusi
Daerah sejak diberlakukannya Undang — undang Nomor 22 dan Nomor
25 Tahun 1999, adapun sccara pragmatis penclitian ini ditujukan untuk
mencaapai tujuan sebagai berikut :
1. Mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan Pajak dan Retribusi
Dacrah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah.
2. Menganalisis atas masalah yang ditimbulkan dengan berlakunya
Undang — undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 terhadap keberadaan

Pajak dan Retribusi Daerah.
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1.5

1.6.

3. Menjelaskan hal — hal yang perlu dilakukan reformasi dalam sistem
perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan Undang — undang

Nomor 22 dan 25 tahun 1999,

. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau
kontribusi Sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dalam mengkaji dan membuat kebijaksanaan

strategis berkaitan dengan penggalian pendapatan daerah dari sektor

Pajak dan Retribusi Daerah.

!\)

Dapat merupakan pengembangan substansi disiplin bidang ilmu
hukum bagi penelitian mengenai pajak dan retribusi daerah,
khususnya dalam rangka mencari dan mendapatkan pemikiran -
pemikiran bara maupun temuan — temuan baru discovery tentang
bagaimana pajak dan retribusi dapat berlaku efektif dalam menunjang

pendapatan daerah untuk menggerakkan roda pemerintah di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagaimana disebutkan dalam kamus Webster’s New
International, mengandung arti penyelidikan yang hati — hati dan kritis
dalam mencari fakta dan prinsip — prinsip; suatu penyelidikan yang amat
cerdik untuk menetapkan sesuatu. 5)  Untuk itu suatu penelitian agar

memenuhj syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut
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metodologi penelitain atau metodologi riset. Sehubungan dengan hasil
yang hendak dicapai dari penyusunan tesis ini adalah usaha menemukan
hukum “in concreto” dalam penyelesaian suatu perkara tertentu, maka
diperlukan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

Karena itu untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan
in concreto dan dimana peraturan hukum ini dapat dikemukakan
termasuk dalam penelitain hukum juga yaitu yang disebut dengan istilah

legal research 6)

1. OBJEK PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, hal yang utama adalah objek
penelitian. Dalam penelitian tentang reformasi Pajak dan Retribusi
Daerah sesuai dengan berlakukan Undang — undang nomor 22 dan 25
tahun 1999 (Study kasus Propinsi Jawa Tengah) yang menjadi objek
penelitiannya adalah Peraturan atau Dokumen — dokumen hukum
yang berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi daerah,
pemerintah daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah terutama yang berkaitan dengan reformasi pajak dan
retribusi daerab di Jawa Tengah instrument atau alat pembiayaan

pembangunan daerah.

3} Moh. Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jokaria, hal 13}
6) Romny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hudum Ghatia Indonesia, Jakarta
1982, hai. 12)
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METODE PENDEKATAN

Untuk menyusun tesis ini digunakan dua jemis pendekatan
yaitu pendekatan Normatif dan pendekatan Sosiologi. Pendekatan
Normatif dilakukan ‘dengan melakukan penelitian inventarisasi
hukum positif serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal
dan horisontal, sedang pendekatan  Sosiolog/Empiris akan
dilakukan penelitian dengan paradigma kualitatif — induktif —
eksplonatoris. Dalam penelitian ini metode pendekatan vang
digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Sosio Legal
Approach) non dokirinal yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai
“law in Books” tetapi melihat hukum juga sebagai “law in action™,

Metode pendekatan sosiologi, mempunyai maksud vyaitu
pendekatan terhadap hukum dengan mengidentikasikan dan
mengkopsepsikan hukum sebagai suatu instituisi sosial vang 1l dan
fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari
perilaku — perilaku anggota masyarakat yang mempola. 7}

Penelitian inventarisasi hukum positip dilakukan sebelum
menemukan norma hukum “ in concreto”  khususnya terhadap

" bahan — bahan hukum positip yaitu peraturan perundangan yang

7} Ronny Hanitva Soemitro, Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif

dengan Penelitian Hukum yong Empiris, Majalah : Masalah — masalaly hukun
Nomor : 9 Tahun 1991, hal 44
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mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan
penelitian untuk menemukan hukum “in concreto” adalah berupa
peristiwa konkrit khususnya mengenai pelaksanaan pemerintahan
daerah di Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan berlakunya Undang —
undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 dalam arti rasional
pelaksanaan sektor Pajak dan Retribusi Daerah sesuai kondisi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
juga diperlukan dalam penyusunan tesis ini, karena dalam penelitian
ini diharapkan akan mampu memberikan masukan terhadap hal — hal
yang perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum yang berkaitan
dengan pajak dan retribusi daerah terutama dengan berlakunya

Undang — undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 untuk

menyempurnakan Undang — undang Pajak dan Retribusi Daerah .

yang selama ini, yaitu Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997.

Dari Uraian diatas maka pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, hal ini dipilth karena
melalui pendekatan berupa kata — kata tertulis atau dari orang atau
perilaku yang dapat diamati, kemudian diharapkan menghasilkan

data deskriptif.
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~
3.

Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian dengan
melukiskan suatu keadaan atan peristiwa. Fakta — fakta yang ada
kemudian digambarkan dengan interprestasi, evaluasi dan pengertian
umum. 8)

Adapun tahap — tahap penelitian yang dilakukan adalah
sebagai berikut :

a. Tahap orientasi / eksplorasi yang bersifat menyeluruh.
b. Tahap melakukan ekplorasi secara terfokus.
c. Tahap mengecek atau mengkonfirmasikan hasii — hasil / temuan

penelitian

PENENTUAN SAMPEL

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian i
dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam hal
ini adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya
(tangan pertama) sedangkan datan sekunder merupakan data yang
diperoleh secara tidak langsung dari tangan pertama, dengah_
démikian maka suatu perencanaan penelitian merupakan swatu
pedoman untuk menganalisa data menggolongkan dan mengolahnya

untuk kemudian dianalisa dan. diteliti 9)

8 Lexy J. Moloeng, Metodologi penelitian kuaditatip, PT. Remaja Rasdakara,
1994 hal 4

9) Sanapiah Faisa, Penelition knalitatif Dasar — dasar dan Aplikasi, Mualang
Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hal 22
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Penelitian kualitatip tidak bertujuan untuk karakteristik
populasi atau untuk menarik inferensi yang berlaku bagi suatu
populasi. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas
sosial yang bersifat unit , komplek dan ganda, untuk itu didalamnya
terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi ,
karena kegiatan penelitian barus secara sengaja membﬁru informasi
seluas mungkin kearah ragaman / variasi yang ada. Bila semua
variasi telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan
menelaah maka sudah dapat dikatakan terpenuht. 10)

Guna memenuhi informasi sampel dalam penelitian
kualitatif berkaitan dengan memilih informan tertentu diusahakan
agar terjadi keterusterangan dalam komunikasi informas, tanpa
adanya kecurigaan serta usaha untuk menutup diri, untuk itu teknik
pengambilan sampel dalam penelitain ini adalah juga disebut
purposive sampling tata cara ini diterapkan karena benar — benar
ingin menjamin bahwa unsur — unsur yang hendak diteliti masuk
kedalam sampel yang ditariknya.

Informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian
ini adalah :

a. Pejabat di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah

10) Snafiah Faisal, Opcit, hal 56

16




b. Pejabat di lingkungan kantor Biro Otonomi Dacrah Sekretariat
Daerah Propinsi Jawa Tengah

c. Pejabat di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa
Tengah Propinsi Jawa Tengah

d. ParaPengusaha.

4, SUMBER DATA
Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari 2 (dua)
sumber yaitu :
A. Sumber Data Primer :
Data diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari
informan, yaitu instansi teknis yang menangani dari perencanaan
sampai pelaksanaan hal — hal yang berkaitan dengan pajak dan
retribusi daerah . serta aparat yang mengenai secara teknis
tentang sistematis proses pelaksanaan Undang — undang Nomor
79 dan 25 Tahun 1999 di Propinsi Jawa Tengah, adapun instansi
teknis yang merupakan sumber data primer tersebut antara lain :
4 Biro Hukum Seckretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah,
terutama pada bagian Perundang — undangan , dimana pada
bagian ini salah satu uraian tugasnya adalah merancang

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

17




b. Biro Otonomu | Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa
Tengah, pada bagian yang menangani secara teknis proses
pelaksanaan Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang — undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang akan
dijadikan sampel adalah Sub Dinas Pajak, Sub Dinas
Retribusi dan Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan
akan memberi penjelasan mengenai data — data pajak dan

retribusi di Propinsi Jawa Tengah.

B. Data Selunder :
Data sekunder diperoleh dari laporan — laporan hasil studi, buku
— buku jurnal dan peraturan perundang — undangan yang
mengatur tentang pajak dan retribusi daerah serta otonomi daerah
sebagaimana tercover dalam perundang — undangan tentang
pemnerintah daerah dan perimbangan kenangan antara pemerintah

pusat dan daerah.
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5.

METODE PENGUMPULAN DATA :

Selain data primer dan sekunder seperti tersebut diatas,
untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara
(interview) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkaﬁ
pada tujuan penyclidikan. Selain wawancara penulis  juga
sengadakan metode kuesoner serta mengadakan observasi dan studi
kepustakaan guna melengkapi data yang dibutuhkan.

Guna memperoleh pengertian yang relataif mudah,
mungkin ada baiknya, untuk menguraikan ciri — ciri tertentu dari
wawancara dengan jalan melakukan perbandingan dengan proses —
proses lain. Sedang kuesoner sebenarnya direncanakan dan
dipergunakan untuk mengumpulkan data dari populasi yang luas,
atau beraneka corak, maupun golongan — golongan tertentu yang
tersebar.

Penelitian sebagaimana diuraikan diatas, menggunakan
teknis bebas terpimpin yaitu mempersiapkan terlebih  dahulu
pertanyaan — pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak
menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan

situasi ketika wawancara. 11)

11) Mardalis, Penelition Suaty Pendekatan Proposal, Jakarta, Melion Quira
1989, had 28)
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6. METODE ANALISIS:

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian baik dta
primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Ada tiga (3) teknis analisis data / informasi yang akan
digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Analisis Domain

Agar tercapainya tujuan pertama penelitian ini yaitu dalam
rangka menjelaskan sejauhmana pajak dan retribusi  daerah
berlaku di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka
terhadap data primer dan hasil wawancara yang didapat, akan
dilakukan analisis vang bersifat umum untuk mengetahui
pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah. Jadi hasilnya masih
tingkat permukaannya saja, yaitu sekedar mengetahui domain —

domain yang menjelaskan fujuan pertama penelitian 1ni.

b. Analisa Taksonomis.
Agar tujuan penelitian ini tercapai yaitu masalah — masalah
yang timbul dengan diberiakukannya Undang — undang nomor
22 dan 25 Tahun 1999 terutama dalam kaitannya dengan
reformasi sektor pajak dan retribusi daerah di Propinsi Jawa

Tengah, maka akan diadakan analisis terhadap data primer
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seperti peraturan — peraturan Pajak dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Daerah  dan Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta berdasarkan hasil wawancara
tentang hal — hal yang berhubungan dengan hal — hal tersebut
diatas, untuk itu maka akan dilakukan analisis taksonomis,

setelah dilakukan wawancara secara terfokus.

¢. Analisis Komponensial.

Agar tercapai tujuan ketiga penelitian ini yaitu hal — hal
yang pertu direformasi dalam sistem perpajakan dan retribusi
daerah sesuai dengan diberlakukannya Undang — undang Nomor
99 dan 25 Tahun 1999 maka perlu dilakukan analisis
komponensial yang dilakukan secara menyeluruh terhadap data
primer dan data sekunder maupun terhadap hasil wawancara
kepada informan.

Analisis ketiganya akan dilakukan secara simultan saat
pengumpulan data dan informasi dilapangan {Analisis Domain
digunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedang analisis
taksonomis dan analisis komponensial digunakan pada saat
eksplorasi ierfokus).

Setelah proses tersebut diatas kemudian baru dilakukan tahap

pengecekan hasil penelitian atau temuan kembali.
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- SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas méngenai hasil

penelitian yang dilakukan, maka tesis ini tersusun dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematikan sebagai berikut :

BAB I

BAB i

PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini dikemukaan latar belakang, perumusan
masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi
penelitian, mletode penclitian, objek penelitian, metode
pendekatan, penentuan sampel, sumber data, metode
pengﬁmpuian data, metode analisis yang digunakan, serta

sistematika penubisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pajak dan retribusi
daerah, Kajian Yuridis Undang — undang Nomor 22 dan
25 Tahun 1999 serta Analisa Pajak dan Retribusi Daerah
sesuai dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22

dan 25 tahun 1999.

| BABIII HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis terhadap
data yang didapatkan dilapangan khususnya mengenai,

realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan




Retribusi Daerah Propinsi Jawa Tengah, kelemaban
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dalam praktek
penyelenggaraan Otonomi Daerah, keunggulan strategis
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 dan
penyelenggaran Otonomi Daerah, kebijaksanaan
Perﬁerin_tah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam
pelaksanaan Unadang — undang Nomor 18 Tahun 1997

dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah.

BABIV KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

Balam Bab ini menyajikan beberapa kesimpuian yang
merupakan hasi! rumusan setelah diadakan pengumpulan
dan analisa data. Disamping itu disampaikan pula
beberapa saran — saran yang merupakan rekomendasi
dalam rangka reformasi pajak dan Retribusi daerah
terutama dengan diberlakukannya Undang — undang

Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

7 1 PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

Pada mulanya pajak merupakan pemberian atau upeti Rakyat
kepada Rajanya sebagai tanda bakti Rakyat pada Rajanya, hasil pajak imi
digunakan untuk memelihara kelangsungan hidup Kerajaan. Kemudian
seiring dengan perkembangan sekitar abad pertengahan dimana sudah ada
pemisahan antara  kebutuhan Rumah Tangga Raja dan kebutuhan
Kerajaan, pajak tidak lagi merupakan pungutan yang bersifat sukarela
tetapi sudah menjadi pungutan wajib yang digunakan oleh Negara untuk
membiayai pembangunan , pembayaran pegawai dan pengeluaran lainnya.
Oleh karena iiu pajak menjadi pungutan paksa yang ditetapkan Undang —
undang.

Secara umum pengertian pajak berbeda — beda tergantung dari
sudut mana kita memandang, Kajian masalah pajak ini, namun demikian
substansi dan tujuannya adalah sama.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan Norma — norma Hukum guna menutup biaya

produksi barang — barang dan jasa — jasa kolektif dalam mencapai
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kesejahteraan umum. Pengertian ini dikemukakan oleh Dr. Soeparman
Soemahamidjaja .12)

Menurut Prof, Dr. Rochmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran

rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (vang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestast) yang
dapat ditentukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran
umum yang kemudia dikoreksi kembali, pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak Rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan “Surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public invesment 13)
Definisi pajak menurut Mr. Dr. N.J. Feldmana pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa. (menurut norma-
norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan
semata — mata digunakan untuk menutup pengeluaran — pengeluaran
secara umum.

Dari pengertian — pengertian definisi pajak Kita mendapat
gambaran yang jelas bahwa pajak adalah pengalihan sumber kekayaan

dari Rakyat kepada Negara yang wajib dilakukan berdasarkan Undang —

12) Soemahamidjgia Socparman Dr, Pajak berdasarkam Asas Gotong — Royong,
desertasi Universitas Padjodjoran Bandung , 1964
13) Soemitro Rochmat , Pajak dan Pemabangunan Fresco 1974 halaman 8
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undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak ada kontra

prestasi yang seimbang yang akan digunakan untuk kepentingan

pemerintah baik untuk pengeluaran rutin dan biaya pembangunan. Sedang

ciri — ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 14)

L

2.

Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

Pajak dipungut berdasarkan Undang - undang’ serta aturan
pelaksanaan sehingga dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra
prestast.

Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran — pengeluaran pemerintah yang
bila dari pemasukannya masiﬁ terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public invesment

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemerintah.

Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian dan ciri pajak jelas-jelas bahwa pajak dipungut

harus berdasarkan undang-undang yang berarti telab mendapat persetujuan

dari rakyat melalui wakilnya di DPR Daerah maupun Pusat. Oleh karena itu

Pemerintah Daerahpun bisa memungut pajak berdasarkan Peraturan Daerah.

L4} Soemitro, Rochmat 1979, Dasar-Dasar Hukum Pajak dem Pajak Pendapatan
PT. Eresco , Bandung
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Pajak di banyak negara yang sudah maju merupakan salah satu
andalan pendapatan Negara. Tanpa pajak negara akan lumpuh.
Pajak dapat dibagi berdasarkan golongan, wewenang
pemungutan dan sifainya yaitu :
a. Berdasarkan golongan
- pajak langsung

- pajak tidak langsung

b. Berdasarkan wewenang pemungutan
- pajak pusat / negara

- pajak daerah

¢. Berdasarkan sifat
- pajak subjektif

- pajak objektif

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh
wajib pajak yang bersangkutan , dan tidak dapat dialihkan kepada pihak
fain. Contoh : pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap
penghasilan , dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam

jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.




Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat diaiihkan atau
digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak
tidak langsung.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah, dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produser /
penjual ke pembeli / konsumen, karena pergeseran ini searah
dengan arus barang yaitu dari produsen ke pembeli. Maka
pergeserannya disebut pergeseran ke depan (for word shifling)
disamping itu ada pergeseran ke belakang (back word shifiing)

yaitu pergeseran pajak yang berkenaan dengan arus barang.

Pajak pusat / pajak ncgra adalah pajak yang kewenangan pemungutannya
ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pusat diatur dalam undang-undang yang hasilnya akan masuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

Dasar Hukum

Pajak Pusat / negara yang berlaku saat ini adalah :

a. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
1991, vyang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun

1994 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000




b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang — undang
Nomor 18 Tahun 2000.

c. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 1985 dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994.

d. Pajak Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
1985

e Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2000.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adazlah pajak yang wewenapg pemungufannya ada pada
Pemerintah Daerah vyang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang yang
hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak
Daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis Pajak Daerah
Tingkat I dan 6 jenis Pajak Daerah Tingkat 11, yaitu :

Pajak Daerah Tingkat I
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a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Daerah Tingkat I

a. Pajak Hotel dan Restoran

b. Pajak Hiburan

c. Pajak Reklame

d. Pajak Penerangan Jalan

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan (alian Golongan C

f Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib
pajak dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang
berhubungan erat dengan keadaan materiilnya yaitu daya pikul artinya
kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup

minimum,.

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek
yang menycbabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari

subjeknya baik orang pribadi maupun badan dengan demikian pajak
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objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi

objeknya saja.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa
yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedang vang menjadi objek

retribusi daerah adalah :

- Jasa Umum , jasa untuk kepentingan dan jasa pemanfaatan umum
- lasa Usaha, jasa yang menganut sistem komersial
_ Perizinan ftertentw, kegiatan pemerintah daerah dalam rangka

pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasa.

Retribusi ini dapat berlakn efektif setelah mendapat persetujuan DPRD.
Yang berupa Peraturan Daerah dan berlakunya tidak dapat berlaku surut.

Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

a. Nama objek dan subjek retribusi (Pasal 24 Undang — undang No. 34
Tahun 2000)
b. Golongan Retribusi

¢. Cara mengukur tingkat pengguna jasa yang bersangkutan




d. Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif
Retribusi

. Struktur dan besarnya tarif Reiribusi

f.  Wilayah pemungutan

¢ Tata cara pemungutan

h. Sanksi administrasi

i. Tata cara penagihan

j. Tanggal mulai berlaku
Yang dimaksud Jasa Umum adalah pelayanan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan Kemanfaatan umum serta
dapat dinkmati oleh orang pribadi atau badan
Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umurm yang bersangkutan.
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan olch
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. ~Karena pada
dasarnya dapat pula disederhanakan oleh sektor swasta.
Subjek retribusi jasa usaha orang/pribadi atau badan yang menikmati jasa
usaha.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi  atas kegiatan  tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang / pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
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barang, prasarana , srana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengertian Umum Tentang Pajak

Dasar pengenaan pajak di Indonesia tertuang dalam Undang-undang
Dasar 1945 khususnya pada pasal 23 ayat (2) yang mengisyaratkan pengenaan
pajak oleh Negara harus mendapat persetujuan dari Rakyat melalui Wakilnya
di DPR yang kemudian di interprestasikan kedalam Undang — undang asas —
asas yang melekat pada umumnya adalah :
1. Asas Keadilan
2. Asas Yundis
3. Asas Ekonomis

4. Asas Finansial

Ad. 1. Asas Keadilan
Pemungutan pajak harus dilandasai dengan rasa keadialan dan merata
yaitu pengenaannya harus sebanding dengan  kemampuan untuk
membayar (ability to pay) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat
yang diterimanya rasa keadilan ini dapat dibagi menjadi :

1. Keadilan Horizontal
Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul)
sama harus dikenakan pajak vang sama.

2. Keadilan Vertikal
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Ad.2.

Wajib pajak yang mempunyai gaya pikul tidak sama harus

dikenakan pajak yang tidak sama pula.
Pada dasarnya apabila kita berbicara masalah pajak secara individual
kita akan beranggapan sinis terhadap pengenaan pajak karena seakan
— akan ada perampasan harta , pemaksaan pemberian harta kepada
negara, tetapi apabila kita berbicara secara universal pengenaan pajak
ini untuk kelangsungan suatu negara yang dapat digunakan untuk
peningkatan kesejahteraan umum dengan demikian ada pemerataan.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam pemungutan pajak im negara

harus memperhatikan unsur keadilan

Asas Yuridis

Dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan
membayar wajib pajak, persoalannya adalah bagi wajib pajak yang
memiliki penghasilan tetap akan mudah menghitungnya akan tetapi
bagi wajib pajak yang tidak mempunyai penghasilan tetap akan sulit
untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya.

Oleh karena diperlukan kejujuran untuk menghitung sendiri pajaknya
dengan mengisi SPT.

Bagi wajib pajak yang dihitmg oleh orang {ain/pegawai  yang
diserahi tugas ini keberatan dengan perhitungannya maka berdasarkan

Undang ~ undang No. 6 Tahun 1983 yang telah dicabut dan diganti




Ad3.

Ad4.

dengan Undang — undang No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatan dan banding.

Asas Ekonomis.

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ckonomi
dan jangan mengganggu kehidupan ekonomi dari si Wajib pajak
artinya pungutan pajak jangan sampai menjadi bangkrutnya
perusahaan aiau  mengganggu kelancaran produksi maupun
perindustrian.

Sebaliknya pajak harus menciptakan pemerataan pendapatan atau

Redistribusi pendapatan.

Asas Finansial
Hasil pungutan pajak cukup untuk pembiayaan penegluaran negara
dan pemungutan pajak tidak memakai biaya yang lebih besar atau
dengan kata lain biaya operasional pungutan pajak harus lebih kecil
dari penerimaan pajak.

Adam Smith seorang ckonom berbangsa Inggris dalam
bukunya Wealth of Nations telah meletakan dasar—dasar atau syarat —
syarat pemungutan pajak yang dapat menjadi pedoman yaitu prinsip

The Fomous Doctrine of Taxation yang meliputi 4 prinsip :
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1. Equality (kesesuaian)

2. Certainty (kepastian)

3. Convenience of payment (kesenangan atau kenikmatan)

4, FEconomi in Collection (ekonomi)

Ad. 1

Ad2

Equality (kesesuaian)

Besar pajak harus sesuai dengan kemampuan relatip dari
setiap wajib pajak, dan tidak boleh ada diskriminatif wajib
pajak mempunyai kedudukan yang sama dalam Undang-
undang dan tidak boleh menyimpang. Dengan kata lain
subjek pajak harus memberi kontribusi kepada Negara tetapi
Negara harus memberikan  kenyamanan dibawah

perlindungan Negara.

Certainty (Kepastian)

Pungutan pajak harus berhubungan dengan jaminan kepastian

hukum atau negara tidak boleh menarik pajak atas dasar

kesewenangan. Kepastian tentang hukum pajak adalah

a. Perlindungan hukum berupa jaminan terhadap wajib
pajak.

b. Kepastian yang menjadi objek pajak




¢. Kepastian subjek pajak

d. Kepastian mengenai cara dan waktu pembayaran.

Ad3. Convenience of payment (kesenangan atau kenikmatan)
Artinya pungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat
dan jangan terlalu menekan wajib pajak misainya pada saat

menrima gaji dan masa panen.

Ad. 4. Economi in Collection (prinsip ekonomi)
Perbandingan antara biaya pungutan dengan pajak vang
dipungut harus lebih kecil, hal ini dimaksudkan agar
pungutan pajak tidak merusak sendi — sendi ekonomi dan
harus mendorong  pertumbuhan gkonomi  dan
mensejahterakan rakyat.

Untuk mencari pembenaran (justification) tentang apakah Negara

dibenarkan memungut pajak. Kita akan melihat teori pembenaran yaitu :

1.

Teori Asurans :

Teori ini mendasarkan kepada Negara berkewajiban untuk ‘melindungi
jiwa , raga dan harta benda perseorangan, oleh karena itu negara
diibaratkan sebagai perusahaan asuransi. Oleh karena itu warga negara
harus membayar pajak sebagai premi. Kelemahan terori ini adalah negara

tidak mengganti pada saat warganya kehilangan harta benda karena
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rampok atau warganya yang meninggal sebagaimana asuransi terhadap
nasababnya yang mengganti kerugian karena telah menerima premi.

Sedang negara tidak ada hubungannya langsung antara kerugian yang
diderita oleh wajib pajak dengan negara atau antara pembayar pajak

dengan nilai perlindungan terhadap wajib pajak.

. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak berhubungan erat dengan
kepentingan individu yang diperolch dari pekerjaan negara. Semakin
banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah semakin besar
pajak yang dibayarkan.
Kelemahan teori ini tidak semua orang / individu yang menikmati jasa dari
pekerjaan pemerintah dapat membayar paj ak, misalnya seorang pengang-
guran dan miskin yang mendapat bantuan dan fasilitas lain sebagai

tunjangan sosial serta menikmati jasa tetapi tidak membayar pajak.

. Teori Daya pikul

Dikemukakan dalam teori ini bahwa besarnya pungutan pajak
harus disesuaikan dengan kekuatan membayar dari wajib pajak dengan
-memperhatikan pada besarmya penghasilan, kekayaan dan pengeluaran
belanja wajib pajak.
Prof. WJ. De Langen mengatakan bahwa Daya pikul adalah besarnya

kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggl




tingginya, setelah dikurangi dengan kebutuhan mutlak ataun standar

minimun kebutuhan hdup.

. Teori Kewajiban Mutlah atau Teori Bakti

Teori ini adalah negara sebagai organisasi (orgonische Staatsleer) yang
bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karena itu negara
berhak untuk mengambil keputusan dibidang pajak, Negara mempunyai
kewenangan mutlak memungut pajak dari Rakyatnya dan Rakyat
berkewajiban untuk membayar sebagai tanda bakis pada Negara.
Kelemahan teori ini adalah negara menjadi otoriter sehingga mengabaikan

rasa keadilan dalam pemungutan pajak

. Teori Daya Beli

Teori ini mengajarkan pada pungutan pajak tidak melihat pada
asal mulanya negara memungut pajak melamnkan pada efeknya dan efek
yang baik itu sebagai keadilan, dengan kata lain Negara sebagai
penyelenggara kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak bukan pada kepentingan individu dan kepentingan
negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya yaitu

prinsip manfaat dan prinsip kemampuan untuk membayar.
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29 SUMBER DAN DASAR HUKUM PAJAK DAN RETRIBUSI

2.2.1. SUMBER HUKUM PAJAK DAERAH

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal

23A

(Perubahan ke 3) ayat (2) mengisyaratkan bahwa segala sesuatu

yang berhubungan dengan pungutan baik pajak maupun retribusi

harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil — wakilnya

di DPR.

Sesuai dengan semangat Undang-undang No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan daerah yang mencabut undang —

undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya

kepada Daerah untuk mengatur dacrahnya sendiri serta keluarmya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang perimbangan

Keuangan antara Pusat dan daerah. Maka ada pergescran yang

signifikan terhadap pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan

belanja Daerah kini bersumber pada Pendapatan Asli Daerah dan

Prosentase penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan belanja Negara menjadi berkurang.

Oleh karena itu pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dibarapkan mampu untuk membiayai

penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan
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Sehingga tujuan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang
menjadikan Daerah mandiri dan dapat mengatur serta mengurus
Rumah Tangganya séndiri dapat tercapat.

Untuk mencapai tujuan diharapkan maka pemerintah
memberikan ketentuan — ketentuan pihak vang memberikan
pedoman  kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam
melaksanakan pungutan Pajak dan Retribusi  dengan demikian
daerah memiliki peluang untuk menggali potensi yang dapat
dijadikan sumber pendapatan.

Sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang’
pajak yaitu :

- Undang — undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000

2.2.2. Retribusi Daerah (Dasar Hukum)

Keleluasaan daerah dalam menggali potensi sumber
pendapatan upiuk pembiayaan pembangupan selain dari sektor
sumber daya alam juga dari Retribusi yang dikenakan terhadap

pemanfaatan Kekayaan Daerah oleh masyarakat




Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah inilah

pemeriniah daerah Jawa Tengah telah mengambil langkah —

langkah menerbitkan Peraturan Daerah terhadap potensi

pendapatan yang pada masa falu belum tercover oleh Peraturan

Daerah. Jenis — jenis Peraturan Daerah yang timbul setelah

keluarnya Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

L.

1

Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan I alan
dan Pengendalian Kelebihan Muatan.;

Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor,

Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor,

Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah
Tanah;

Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air
Bawah Tanah;

Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan
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BAB I

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A Realisasi Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Propinsi

Jawa Tengah

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, merupakan implementasi dari Pasal 58 Ayat (10)
Undang — undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Pasal 82 (Avat 1) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, yang berbunyi “Pajak dan Retribusi
Daerah ditetapkan dengan Undang-undang”, hal ini difgjukan untuk
penggalian dana didaerah guna pemberdayaan penyelenggaraan otonomi

daerah baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan.

Menindaklanjuti dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997 yang secara efektif berlaku sejak tanggal 23 Mei 1997, maka

secara umum Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah teknis

antara lain :

- Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama bagi Peraturan Daerah
yang masih berlaku 5 (lima) atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
23 Mei 1997 dengan menyesuaikan Undang-undang Nomor 18 Tahun

1997.
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Tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang berlakunya 1
(satu) tahun sejak Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah bagi pungutan-
pungutan baru seperti Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Baban Galian Golongan C serta Pajak Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Khusus Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, untuk menghindari
terjadinya penurunan pendapatan daerah sccara drastis terutama dari
sektor pajak dan retribusi daerah akibat adanya pemberhentian
sementara (stagnasi) dari pendapatan daerah akibat diberlakukannya
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, telah melakukan langkah-
Jangkah khusus dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memegang prinsip
wajib melaksanakan materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
dengan segala konsekwensinya , tanpa mempermasalahkan materi
undang-undang, tetapi dengan lebih memantapkan koordinasi masing
— masing unit teknis baik itu Biro Hukum Sckretariat Daerah Propinsi
Jawa Tengah selaku unit Perancangan Peraturan Daerah, maupun dari

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. 15)

15) Sukardi, SH, Wawancara pribadi Biro Hukum Sekretariat aerah Propingi Jawa Tengah
tanggal 17 Maret 2000
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Diaturnya pajak daerah dan reiribusi daerah dengan Peraturan

Daerah, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenat faktor

teknis dan non teknis, agar dalam pelaksanaannya dapat selalu

berkembang dalam masyarakat .

Adapun  mengenai ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai

berikut :

Peraturan Daerah tentang Pajak dacrah secara teknis mengatur

ketentuan mengenat :

1. Nama , objek, dan subjek pajak;

2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;

4. Masa pajak;

5. Penetapan;

6. Tata cara pembayaran dan penagihan;

7. Kadaluwa_rsa;

8. Sanksi administrasi;

9. Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan teknis diatas Perataran daerah tentang Pajak daerah

dapat juga mengatur ketentuan mengenai sebagai berikut :

a.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-

hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
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Pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak dapat
diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan
membayar wajib pajak.

b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa ;

c. Asas timbal balik;

Sesuai kelaziman internasional, Peraturan Daerah dapat memberikan

keringanan dan pembebasan pajak, misalnya bagi korps diplomatik.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah secara teknis mengatur

ketentuan mengenat :

1. Nama, objek dan subjek retribusi;

2. Golongan retribusi;

3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi .
Ketentuan ini ditujukan agar Pemerintah Daerah menyatakan
kebijakan yang dianutnya dalam menetapkan tarif sehingga
kebijakan tersebut dapat diketahui masyarakat. Mengenai jenis-
jenis retribusi yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah yang

bersangkutan mencantumkan prinsip tersebut.
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8.

9.

Terhadap jenis-jenis retribusi lainnya, Peraturan  Daerah
menyatakan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan
daerah.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ;

Wilayah pemungutan ;

Tata cara pemungutan

Ketentuan ini termasuk mengatur tentang penentuan pembayaran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran

Sanksi administrasi,

Tata cara penagihan ;

10. Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan-ketentuan teknis diatas, Peraturan Daerah tentang

retribusi juga dapat mengatur ketentuan mengenai :

a.

b.

Masa retribusi;

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-
hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan
kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi
dikaitkan dengan fungsi objek retribusi. Misalnya retribusi tempat
rekreasi diberikan keringanan untuk orang jompo, cacat dan anak
sekolah. Untuk pembebasan retribusi, misalnya pelayanan

kesehatan bagi korban bencana alam
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c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadalawarsa. 16)
Hasil koordinasi antar instansi teknis tersebut, akhirnya
membeuahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang telah dimintakan persetuyjuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menjadi Peraturan Daerah yang

sah

Setelah mendapatkan pengesahan di Departeman Dalam Negeri dengan

mendapatkan pertimbangan secara teknis dari Departemen Keuangan.

1) Peraturan Daerah tentang Pajak daerah di Propinsi Jawa Tengah
Pajak daerah yang limitatif telah ditetapkan dalam Undang-undang
No. 18 Tahun 1997, ditindakianjuti oleh Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah dengan menyusun Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah antara lain :

a. Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
76 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi
Daerah Tingkat [ Jawa Tengah.

b. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun

1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

16) Kepala Biro, Wawancara pribadi Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah tanggal
21 Maret 2000
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¢. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8

Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Peraturan Daerah tentang Retribusi di Propinsi Jawa Tengah.
Retribusi Daerah vang merupakan salah satu tulang punggung dari
pendapatan daeran di Jawa Tengah ini, meskipun telah ditentukan
jenis-jenis retribusi dengan “Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 1I”, namun pada kenyataannya
untuk Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah cenderung
disesuaikan potensi yang ada, baik dari sumber daya maupun faktor-
faktor lain yang menjadi penentu, sehingga dapat digali untuk
menjadi sumber penerimaan daerah melalui retribusi.

Peraturan dacrah tentang Retribusi Daerah sesuai dengan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah scbagai
berikut :

a) Peraturan Dgerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
b) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
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¢) Peraturan Daerah Propﬁnsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
4 Tahun 1999 tentang Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
milik Pemerintah Daerah Tingkat T Jawa Tengah.

d) Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.

¢) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

f) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.

g) Peraturan Daerah Propinsi Daellah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor

13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Didalam penyusunan Peraturan Dacrah di atas, tidak terdapat
kendala atau hambatan karena adanya contoh-contoh Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Departemen Dalam
Negeri dan Departeman Keuangan, serta adanya dukungan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah Propinsi Jawa Tengah , untuk dapat segera
menutup penurunan penerimaan daerah dengan diberlakukannya Undang —
undang nomor 18 tahun 1997 tersebut, sehingga penctapan Peraturan Daerah

tidak mengalami hambatan dan relatif cepat, selain itu faktor pendukung

30 .
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Jainnya adalah dengan adanya faktor yuridis yang berupa petunjuk
pelaksanaan undang-undang cukup lengkap, antara lain yaitu :
¢ Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor

- Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah fentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak vang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan
Tata cara Pembukuan;

_  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat I tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

¢ Landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah :
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi

Daerah;
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Peraturﬁn Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Peratwran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan
Tata cara Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pemeriksaan Retribusi
Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat { dan daerah
Tingkat I1;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang

Komponen Penetapan Tarif Retribust;
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_ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Pencabutan Peraturan Dacrah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengenai kendala yang timbul pada waktu penyusunan Peraturan
Daerah , terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, karena pedoman tarif retribusi
belum dikcluarkan oleh Departeman Perhubungan dengan saran dan
pertimbangan dari Departeman Dalam Negeri dan Departeman Keuangan,
sehingga ekskutif dan legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
melakukan kunjungan kerja ke Departemen Dalam Negeri, Departeman
Keuangan dan Departemen Perhubungan untuk mendesak segera
dikeluarkannya Pedoman tarifnya, sehingga akhimya dapat dikeluarkan

pedoman tarif tersebut dan Peraturan Daerah akhimya dapat disahkan.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah diatas diharapkan tidak
mengalami hambatan, karena sebelum diberlakukan telah dilakukan sosialisasi
kepada masyarakat wajib pajak maupun wajib retribusi oleh Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Jawa Tengah beserta Instansi terkait dan Biro Hukum

Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah 17)

17) Sukardi, SH, Wawancara pribadi Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa
Tengah tanggal 22 Maret 2000
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Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,

membawa konsekwensi teknis agar melakukan perubahan-perubahan terhadap

Peraturan Dacrah yang mengatur tentang retribusi selama ini diberlakukan di

Jawa Tengah, adapun Rancangan peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah

tentaﬁg Retribusi yang segera dipersiapkan adalah sebagai berikut :

W8]

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Usaha Penampungan dan
Penyaluran Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Tengah;

Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembuatan dan Pengusahaan
Tambak di Propinsi Daerah Jawa Tengah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 1985 tentang Uang Leges sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
14 Tahun 1991,

Rancangan Peraturan Daerah fentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Kulit

Ternak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
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. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan di Propinsi Daerah
Tingkat T Jawa Tengah;

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Usaha — usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Jjin Penggunaan Air Permukaan
Tanah;

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Usaha Perkemahan di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang ljin Sementara dan Pengawasan
Penycleng-garaan Sarana Kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah;

10. Peraturan Daerah tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Perubahan

Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah

Tanah di Daerah Tingkat I Jawa Tengah);

11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Golongan C di

Propinsi Jawa Tengah;
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12.

13.

14.

15.

16.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 1994 tentang Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di
Propinsi Jawa Tengah;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Higiene dan Sanitasi Usaha — usaha
bagi umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan di Propinsi daerah
Tingkat I Jawa Tengah ;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Retribusi Dokumen Lelang
Pekerjaan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Ternak di Propinsi Daerah Tingkat 1

Jawa Tengah.

Posisi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi

daerah di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan data yang diperoleh pada Biro

Hukum Sekretariat Dacrah Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran

1 tesis int.

56




Secara yuridis lacuan pungutan — pungutan Daerah sekarang sudah
diatur dengan landasan hukum yang lebih kuat lagi yaitu Undang --
undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi dan Perimbangan
Daerah,  Sebelum terbit kedua Undang — undang tersebut sebenarnya
telah terlebih dahulu diatur oleh Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meskipun hanya berjalan
kurang lebih dua tahun.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 sebab telah harus menyesuaikan dengan
Undang — undang Otonomi  dan Perimbangan Keuangan. Namun
pelaksanaan saat ini, Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota masih
mengacu Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 sebab Undang -
undang Nomor 34 Tahun 2000 belum diterbitkan Peraturan Pelak-
sanaannya. Dimungkinkan paling cepat Tahun 2002 Undang — undang
baru dapat dilaksanakan di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Guna mengetahui seberapa jauh kondisi Pendapatan Asli Daerah batk
Propinsi , Kabupaten/Kota dengan mengacu Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 dapat dilihat pada tabel berikut ini (lihat lampiran)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 memang
penuh dinamika yang sebelumnya terjadi pro dan kontra antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi berhubung nuansa Sentralisasi

sistem Pemerintahan saat itu masih kuat maka Daerah menjadi korban




dengan lepasnya sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi dan
Kabupaten/Kota.

Pendapatan Propinsi pada awal pelaksanaan Undang-undang
tersebut telah melaporkan Pendapatan Asli Daerah akan merosot kurang
lebih 33 milyard dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mencapal 37
milyard. Hal ini dapat dilibat pada data perkembangan Pendapatan Ash
Daerah Tahun 1998/1999 yang merosot hampir = 40 % di Propinst,
apalagi Tahun itu bersamaan dengan dampak krisi pada tahun pertama.

Tetapi pada tahun 1999/2000 baik Propinsi dan Kabupaten/Kota
sudah mulai merangkak Pendapatan Asli Daerahnya, demikian kondisi
Tahun 2000 meskipun hanya berjalan 9 bulan.

Pendapatan Propinsi Tahun 2000 sudah dapat terealisasir sebesar
160,91 % dari target yang diharapkan atau sebesar 505 ,67 milyard.
Adapun penerimaan Tahun 1997/1998 sebelum krisis yaitu 364,77
milyard, berarti 38,62 % lebih besar Tahun 2000 meskipun hanya 9 bulan.
Hal ini disebabkan penerimaan scktor Pajak Daerah mencapai 161,12 %,
disamping kondisi pas.ar sektor Otomotif sangat mendukung, kondisi
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota mulai nampak membaik setelah
Tahun 1999/2000 dengan dirubahnya komposisi Pajak Daerah di

Kabupateanoté yang menjadi 6 Jenis Pajak Daerah cukup potensial.
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Pada cra desentralisasi peningkatan Pendapatan Daerah menghadapi
masalah yang tidak ringan mengingat adanya perubahan kewenangan
Pemerintah Daerah baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Otonomi yang baru beberapa bulan berjalan bersamaan
dengan masa transisi segala aspek pemerintahan baik lembaganya,
kewenangan, keuangan, sumber daya personel yang dalam proses
penataan jelas akan berimplikasi pada penyediaan sumber dananya.

Sedangkan sumber danapun masih dalam proses penataan
pengaturan kebijakannya misalnya yang menyangkut perundang-undangan
Pajak dan Retribusi Daerah yang juga baru terbit perobahannya dengan
Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000, sedangkan peraturan
pelaksanaannya masih dalam proses.

Menghadapi kondisi yang masih dalam masa transisi untuk
sementara permasalahan Pendapatan Daerah dapat diidentifikasikan secara
makro sebagai berikut :

1. Secara umum _Pendapatan daerah khususnya PAD baik Propinsi
maupun Kabupaten/Kota belum mampu mencukupi  kebutuhan
Routine Daerah apalagi untuk membangun (Periksa Kontribusinya
Rasionyzi PAD terhadap APBD yang relatif rendah)

2. Pada umumnya Propinsi dan Kabupaten/Kota masih sangat bergantung
akan kebijaksanaan subsidi Pusat yang telah dirumuskan dengan DAU

(Dana Alokasi Umum)
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Di Propinsi DAU Tahun 2001 ternyata tidak mampu mencukupi

(%]

Routine/Gaji PNS, apalagi harus menanggung pelimpahan Eks Kanwil

dengan berbagai beban Routine diluar gaji. |

4. Di Kabupaten/Kota DAU jumlahnya bervariasi dari sudut tingkat
kebutuhannya {ada lebih tetapi juga ada yang kurang/tidak cukup)

5. Belum dapat direalisasikan kewenangan yang telah diserahkan kepada
Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom.

Dengan permasalaban macro dan bersifat umum itulah memicu dan
memact daerah untuk ierus berupaya meningkatkan pendapatan Daerah
masing-masing.

Namun demikian Daerah juga menghadapi permasalahan teknis yang
tidak dapat dihindarkan antara lain : |
&4 Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mungkin merencanakan sendirt semua

sumber pendapatan / penerimaannya seperti penetapan pembagian

perolehan pajak PBB, BPHTB, PPh, penerimaan SDA yang diatur oleh

Pusat.

& Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana
kontingensi, perencanaannya tidak di Daerah padahal PAD masih rendah
sehingga perlu diupayakan agar dapat meningkatkan dan dapat dicari

peluang-peluang baru untuk meningkatkannya.
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Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat 1 Jawa Tengah tahun 1098/1999 — tahun 1999/2000, dapat kita lihat

pada tabel dibawah ini (Tabel — 1)

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

TATUN PATJAK RETRIBUSI PAD APED

1996/1997 | 269.203.068.887,00 | 43.555.139.315,51 329.129.231.208,31 | 1.521.649.566.000,00
1997/1998 | 294.955.964.563,00 | 50.595.086.542,82 364.236.384.295.89 | 1.609.277.515.000,00
1998/1999 190.458.389.1 82,00 | 18.863.012.148,00 | 245.609.431. 127,00 703.676.740.000,00
1999/2000 | 201.500.000.000,00 | 27.251.781.000,00 237.705.401.000,00 | 640.375.857.000,00

Data - Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Melihat tabel diatas maka dapat kita ketahui adanya penurunan
Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
tahun 1999/2000.

Tabel diatas dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat penurunan
pendapatan yang tentu saja dikarenakan adanya penghapusan sumber pajak
dan retribusi di Propinsi Jawa Tengah. Adanya penurunan pendapatan yang
disebabkan kerana terjadinya penghapusan pos — pos tertentu dari pajak dan
retribusi sudah dapat diprediksikan dengan terbitnya Instruksi Gubernur
Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 180/42.A/1998 tentang Penghentian
Beberapa Pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menindaklanjuti dari

Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang
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Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Tabel - 2:
JENIS-JENIS DAN BESARNYA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

YANG HILANG DI PROPINSI
AKIBAT PEMBERLAKUAN UNDANG — UNDANG NOMOR 18
TAHUN 1997
(DIGAMBARKAN DENGAN KONDISI TA. 1997/1998)
b Jenis Pajak / Retribust Realisast
Pajak Daerah
1 | Pajak Atas Izin Menangkap Ikan -
2 | Pajak Atas Angkutan di Atas Air -
3 | Pajak BBN Angkutan di Atas Air -
Y | Pajak Daerah yang Hilang -
Y | Penerimaan Pajak Dacrah 2999038
o, | Pajak yang hilang terhadap Total Pajak 0,0
Retribusi Daerah

1 | Retribusi Galian Golongan C 11.507.9
2 | Uang Leges 6.417,6
3 | Hasil Pertanian, hutan, dan laut 1687
4 | Tempat Lelang Hasil Hutan 2.646.8
5 | Retribusi Air Bawah Tanah ‘ 39713
6 | Retribusi Air Permukaan 37923
7 | Retribusi Dokumen Pelclangan 1498
8 | Jjin Usaha Peternakan 1,9
9 | Pemeriksaan/pengawasan kulit 2325
10 | Penertiban Pengeluaran ternak 880,9
11 | Tjin Pendirian Yayasan 0,9
12 | Penyelenggaraan sarana kesehatan 292
13 | Lain —lain 6.310.9
v | Retribusi Daerah Yang Hilang 36.193,5
3 | Penerimaan Retribusi Dacrah 50.592,7
o, | Retribusi vang hilang terhadap Total Retribusi 71,54

Sumber Data : Perhitungan APBD Propinsi Tahun Anggaran 1997/1998 {diolah}
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Hal ini yang dirasakan ialah bahwa ternyata Undang-undang yang
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pada kenyataannya
justru menyebabkan terjadimnya penurunan pendapatan daerah.

Di Propinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 1998/1999 mengalami
penurunan pendapatan daerah terutama dari sektor retribusi Daerah Tingkat 1
sebanyak kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) milyard rupiah. Di tingkat
Kota maupun Kabupaten se Jawa Tengah juga menéalami penurunan
pendapatan yang cukup besar. Dengan adanya penurunan pendapa;tan ini
mengandung konsekwensi logis akan berkurangnya pembiayaan untuk
penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam membiayai pembangunan

dan pelaksanaan pemerintahan di daerah.

B. Kelemahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dalam Praktek

Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Luasnya negara Republik Indonesia yang terdiri dari 26 Propinsi
dan 341 Kabupaten/Kota (setelah dikurangi Propinsi Timor-Timur) dan
ditambah daerah pemekaran), mengandung konsekwensi semakin
kompleksnya permaslahan yang akan dihadapi oleh masing — masing
daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai Undang-undang

Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam
pelaksanaannya relatif baru, tentunya banyak terdapat kelemahan dalam
pelaksanaan prateknya, terlebih lagi dengan diterbitkannya Undang--
undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999
yang diharapkan lebih mampu menampung potensi daerah baik di
Kabupaten/Kota maupun di Propinsi dari cengkeraman Pemerintah Pusat
yang enantiasa mengakibatkan perlakuan kurang adil di daerah, sehingga
dikhawatirkan akan menimbulkan  gejolak-gejolak dis-integrast
kedaerahan yang selama ini kurang puas dengan perlakuan pemerintah

pusat yang kurang adil.

Dalam prakieknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
mempunyai kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar terhadap praktek
penyeleng-garaan otonomi daerah, antara lain :

1. Potensi Daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam
penggalian Pendapatan Asli Daerah Sendiri, karena Undang-undang
Nomor 18 tahun 1997 secara limitatif telah menetapkan jenis-jenis
Pajak dan Retribusi Daerah.

Walaupun dalam Undang-undang tersebut dimungkinkan untuk
ditetapkan peraturan pemerintah tentang jenis baru sesuai potensi yang
ada, namun dalam pelaksanaannya sangat sulit dilakukan, karena harus

memenuhi kriteria atau unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam
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Pasal 2 ayat 4 huruf a sampai dengan h Undang — undang Nomor 34

Tahun 2000 adalah :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah
Kabupaten/Kota vang bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

c. Objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umurm,

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek
pajak Pusat ;

e. Potensinya memadai ;

f Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif ;

. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

V=]

h. Menjaga kelestarian lingkungan

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak
Peman-faatan Air Bawah Tanah, Air Permukaan, Hotel dan restoran
menjadi pendapatan daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kegiatannya
masih berada di Daerah Tingkat L Hal ini bertentangan dengan prinsip

pemberian otonomi kepada daerah, karena penyerahan urusan
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(9%

pemerintah tersebut selalu diikuti dengan samber — sumber pembiyaan
yang melekat pada urusan tersebut.

Karena jenis-jenis potensi retribusi yang boleh dipungut adalah
seragam/limitatif untuk semua daerah, maka ada daerah yang
mempunyai kewengan untuk memungut retribusi akan tetapi tidak
mempunyai sumber potensi tersebut.

Khusus untuk pengesahan peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang
semula dilaksanakan oleh Pemeriniah Propinsi Daerah Tingkat I,
dengan Dberlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,
pengesahannya  dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Pertimbangan Menteri Keuangan yang notabene adalah Pemerintah
Pusat. Hal ini menimbulkan rentang birokrasi yang semakin panjang
dan pengendalian/pengawasan menjadi semakin lemah. Disamping itu
Pemerintah Propinsi tidak dapat lagi melakukan pembinaan
pengawasan serta pengendalian secara intensif terhadap Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah
Kabupaten/Kota, karena pada hakekatnya pembinaan telah dilakukan
atau diambil oleh Pemerintah Pusat, sehingga dimungkinkan sangat
lemah pengawasannya, karena terlalu banyaknya jumlah di Tingkat
Kabupaten/Kota di Indenesia.

Pada dasarnya salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonom dalam

menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dt
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bidang keuangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri
sesuai kewenangan otonomi untuk mengelola dan menggunakannya,
akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tersebut justru tidak mendukung peningkatan kemampuan
pendapatan daerah, karena pendapatan daerah dari pajak dan retribusi
yang selama ini sangat dihandalkan oleh daerah justru mengalami
kecenderungan menurun. 18)

Dengan semakin kompleknya kelemahan-kelemahan yang ada
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 khususnya terhadap
konsistensi pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, maka sesuai
dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 | dapat dipastikan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
akan diubah agar potensi daerah dalam menggali wilayahnya sendiri
mampu berjalan dengan baik tanpa batasan-batasan yang terlalu kuat dari
cengkeraman Pemerintah Pusat. Adapun Penjelasan Pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tersebut menguraikan sebagai
bertkut :

A. Dari segi Belanja Daerah

1. Gaji Pegawai :

18). Bambang Kusdiyarito W, Wawancara pribadi Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Tengah , tanggal 18 Pebruari 2000
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a. Undang — undang Nomor 5 Tahun 1974 diberikan oleh
Pemerintah Pusat berupa sumbangan.
b. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 dibeayai dari APBD.

2. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipisahkan,
hanya diberikan sumbangan bantuan dan Ganjaran.

b. Dalam Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 masing —
miasing dibeayai dari Pusat.

3. Dengan demikidn beban daerah akan bertambah terutama pada gdji
pegawai sebagaimana butir 1 huruf b.

B. Dari segi Pendapatan Daerah.

1. Kelompok PAD dalam Undaig — undang Nomor 22 Tahun 1999
pasal 79 dan Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal untuk.
Daerah Otonom (pengertiannya untuk daerah propinsi dan daerah
kabupaten dan daerah kota) adalah :

a. Hasil Pajak Daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah.

c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

d. Lain— lain PAD yang disahkan.
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Sehingga tidak berbeda dengan kelompok PADS dalam Undang —
undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 55 khususnya menyangkut
Pajak Daerah & Retribusi Daerah.

2. Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah yang sekarang mendasarkan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, sedangkan setelah
berlakunya Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 akan
ditentukan dengan Undang — undang.

3. Pendapatan Daerah berasal dari Pemerintah Pusat.

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diberikan sumbangan ,
bantuan dan Ganjaran (termasuk gaji pegawai) serta bagian dan
pajak / bukan pajak, PBB, HAT, IHH

b. Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 diberikan dana
perimbangan  dari  sektor perikanan  (hanya  daerah
kabupaten/kota), Kehutanan, Pertambangan Umum,
Pertambangan ~ Minyak Bumi, Perfambangan Gas Alam,

Alokasi Umum, Alokasi Khusus, antara lain dana Reboisasi.

C. Perubahan Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997.
1. Sesuai pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan dengan Undang-
undang ; sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 perlu

dirubah dengan Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 titik
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berat salah satu prinsip otonomi yaitu kemandirian Daerah
Otonom, baik Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten / Kota.
2. Usulan Perubahan antara lain :
a. Daerah Tingkai I (Daerah Propinsi)
a.l. Pajak Daerah
e Tidak petiu ada tambahan jenis Pajak Daerah, kecualt
terdapat penyerahan Pajak Pusat.
o 3 jenis Pajak yang sudah ada yaitu :
& PKB
# BBN.KB

PBB.KB

®

Dengan cataian : untuk PBBKB pelaksanaan tidak lagi
harus terbit KEPRES seperti diharuskan pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang
PBBKB ( vang terbit KEPRES Nomor 180 Tahun 1998
tanggal 1 Oktober 1998) tetapi mandiri diatur dengan
Perda Dati I/Propinsi ; dan 90 % juga dibagi oleh Dati I/
Propinsi ; sehingga benar - benar merupakan
kemandirian Daerah schingga dalam hal data penjualan
bahan bakar serta pencairan PBBKB Dati 1 / Propinsi
cukup berhubungan dengan Pemasaran Pertamina Jawa

Tengah
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a.2. Retribusi Daerah.

*

2

G

Limitatip seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997.

Ditambah sesuai dengan kehendak aspirasi Daerah,
asal benar-benar ada jasa dari Pemerintah Daerah.
Misal : Uang Leges, Retribusi Pemasukan/
Pengeluaran Ternak, Retribusi Pengadaan kulit
Ternak, Perijinan Bahan Tambang Galian Gol. C,
ABT, APT dan sebagainya.

Jenis pungutan Retribusi Daerah yang dihapuskan
seperti sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 kecuali yang sudah diserahkan kepada Dati I
serta adanya tambahan jenis Retribusi pada jasa
umum, jasa usaha, perijinan (untuk semua perijinan /

tidak perlu hanya perijinan tertentu).

. Dati I (Daerah Kabupaten / Kotia)

b.1. Pajak Daerah

Limitatip seperti Undang — undang Nomor Tahun
1997.
Ditambah aspirasi daerah asal belum menjadi lahan

Pemerintah Pusat / Propinsi.
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b.2. Retribusi Daerah
= Limitatip seperti Undang — undang Nomor 18 Tahun
1987.
= Ditambah aspirasi Daerah asal benar — benar ada jasa /
perijinan dari Dati I (Daerah Kabupaten / Kota)
3. Pengesahan Perda
a. Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 semua Perda
disahkan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri
Keunangan.
b. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 semua tidak perlu
pengesahan Menteri Dalam Negeri.
4. Peraturan Pemerintah untuk Undang — undang Nomor 22 Tahun
1999 dan Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999.
a. Setiap Peraturan Pemerintah tidak akan menganulir pasal -
- pasal dalam Undang — undang, tetapi harus sejalan.
b. Karena kelompok PAD untuk Daerah Gtonom Dalam Undang
— undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang — undang Nomor
25 Tahun 1999 secara jelas antara lain terdapat hasil Pajak
Daerah, sehingga dalam PP juga harus ada untuk setiap Daerah
Otonom dimana dalam Undang — undang Nomor 22 Tahun
1999 disebut Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi dan

Daerah Kabupaten / Kota.




Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan
kewenangan yang diserahkan kepada dacrah Propinsi dan daerah
Kabupaten/Kota Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengubah
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

. Keunggulan Strategis Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dalam

Praktek Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Sesuai prinsip dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah, maka
pajak daerah dan retribusi daerah sangat diharapkan menjadi tumpuan bagi
pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional daerah. Untuk
itu latar belakang periunya direformasi Undang-undang Nomor 11 Drt
Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 menjadi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, disebutkan antara lain :

_  Pajak Daerah dan Retribusi dacrah yang dulu terlalu banyak (disinyalir
ada 60 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

- Biaya pengumpulan dari pajak dan retribusi sangat besar, bahkan lebih
besar dari penerimaan pajak.

- Dalam prakteknya retribusi daerah banyak menimbulkan distorsi atau




Dari fakta diatas maka di dalam praktek pelaksanaan penyeleng-

garaan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mampu

memberikan nilai tambah bagi daerah, seperti tersebut dibawah ini

1.

b

Tingkat kemandirian dalam menggali Pendapatan Asli Daerah menjadi
lebih terjamin.

Mengurangi “high cost economy” atau beban ekonomi tinggi bagi
pelaksanaan peneyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam proses pemungutan baik itu dari pajak daerah maupun retribusi
daerah tampak lebih efisien dan efektif, sehingga diharapkan mampu
mengurangi distorsi.

Sistem prosedur dan mekanisme penarikan retribusi maupun pajak

menjadi lebih sederhana.

. Mendorong kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam

pembangunan daerah.
Keseragaman objek retribusi dan pajak, mengakibatkan dalam proses
pemungutannya juga menjadi lebih sederhana.

Kebaikan ataupun keuntungan lain dari diberlakukannya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentunya baru dapat kita lihat setelah
berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun sejak perda-perda di daerah disyahkan
oleh pemerintah pusat dan diberlakukannya di daerahnya masing —

masing 19)

19)

Sapta Rahardja, Wawancara pribadi Diitas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal
4 Maret 2000
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(Sebagai catatan, mengenai pembagian hasil didaerah dengan
pemerintah  pusat, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah)

D. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Dalam
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Dalam

Kaitannya dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pajak dan Retribusi daerah memiliki peranan yang sangat besar
terhadap penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam pembiayaan
pembangunan dan belanja pemerintahan, dimana pajak daerah dan

retribusi daerah mampu memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli
Daerah sebesar 29,7 % dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Jawa Tengah untuk tahun anggaran 1999/2000.

Mengingat arti penting dari pajak dan retribusi daerah maka
pengaturan mengenai segi-segi pemungutan pajak dan retribusi daerah
dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dinilai
merupakan wujud pembaharuan perpajakan. Secara substansi Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksudkan untuk menyederhanakan dan
memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan dan retribnust
daerah yang pada hakekatnya bersifat pajak dan mengarahkan retribusi

untuk mendukung kelestarian lingkungan dan utamanya adalah untuk
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meningkatkan penerimaan daerah yang potensial mencerminkan kegiatan
ckonomi daerah. Dengan demikian, dikeluarkannya Undang-undang ini
diharapkan menjadi pendorong dari meningkatnya usaha-usaha menggali
potensi perpajakan dan retribusi daerah terutama daerah Kabupaten/Kota

dalam usaha meningkatkan pendapatannya.

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari
permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintah di Daerah,
khususnya hal-hal yang melandasi atau sebagai dasar hukum serta
pemberian otonomi kepada daerah sebagaimana yang telah digariskan
dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Dengan terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut
oleh daerah, maka upaya vang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dalam mengoptimalkan penerimaannya yaitu melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara umum
dan menyeluruh di wilayah Indonesia pada intinya sama, hal ini tidak
terleps dari arahan dan hasil konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Langkah-langkah yang perlu
ditempuh  dalam  mengoptimalkan penerimaan  daerah  dengan
diberiakukannya Undang-undang ini antara lain :

a. Penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui

beberapa cara yaitu
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+ Pemutakhiran data.
Dengan data yang akurat dapat dihasiikan penerimaan  sesuai
dengan potensi yang sebenarnya. Data yang akurat juga dapat
menjamin adanya keadilan dan transparansi bagi wajib pajak,
dengan demikian keberatan wajib pajak karena tidak tepatnya data

dapat dihindari.

+ Penyesuaian besaran tarif.

Peraturan daerah yang perlu segera diperbaharui sesual dengén
situasi dan kondisi saat ini, sehingga peluang yané sangat terbatas
dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam penyesuaian tersebut
terutama dapat dilakukan penyesuaian besaran tarif yang ada dan
dirasa sudah tidak sesuai lagl.

Disamping itu dalam penyesuaian Peraturan Daerah tersebut juga
diharapkan dapat dapat menambah/memperiuas cakupan objek
Pajak dan ruang lingkup retribusi, schingga dengan jenis vang

sangat terbatas seluruh objek yang ada dapat tercakup di dalamnya.

b. Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemungutan.
Dengan sistem dan prosedur pemungutan —yang sederhana,
sistema’tis,l mudah, simpel dan aman, akan dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan menunjang upaya intensifikasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu dengan sistem
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yang baik juga akan dapat menekan terjadinya kebocoran yang selama
ini disinyalir masih banyak terjadi di dacrah. |

Sebagai contoh dalam penjelasan diatas dalam upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan
bermotor, dan peningkatan pendapatan negara/daerah dari sektor Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, maka sistem
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara terpadu
dengan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di
dalam suatu Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap
(SAMSAT).

Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
maka petunjuk pelaksanaan SAMSAT tersebut telah beberapa kali
disempurnakan dan terakhir telah dibahas Rancangan Petunjuk
Pelaksanaan Bersama SAMSAT yang akan diuji cobakan di beberapa
kantor bersama SAMSAT, sebagai SAMSAT percontohan. Terhadap
pajak - pajak daerah lainnya juga akan dikaji dan diuji coba sistem
pelayanan prima di beberapa daerah yang selanjutnya akan dijadikan
percontohan untuk daerah lainnya.

Pedoman yang digupakan dalam penyempurnaan sistem dan
prosedur pemungutan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi
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Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lainnya, yvang merupakan pengganti dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 978-893 Tahun 1981 tentang MAPENDA dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang

MAPATDA vyang sudah tidak sesuai lagl.

c. Peningkatan Profesionalisme Petugas.

Dengan profesionalismenya petugas pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah, maka tidak mudah dicurangi/dikelabuhi oleh wajib
pajak, sehingga terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak dapat
diperkecil. Dengan profesionalisnya petugas juga dapat mengﬁntisipasi
dan melihat peluang-peluang yang mungkin masih digali menjadi

sumber pendapatan daerah.

d. Peningkatan Effisiensi dan Effektifitas.
Faktor effisiensi dan effektifitas dalam pelaksanaan pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah perfu terus ditingkatkan, artinya dalam
pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus
diupayakan dengan biaya sekecil mungkin dengan hasil yang sebesar-

besarnya, sehingga meskipun effisien tetapi harus tetap effektif.

e. Penegakan Hukum dan Penerapan Saknsi.
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Untuk mendidik wajib pajak agar mematuhi ketentuan yang
berlaku, maka perlu dilakukan penegakan hulann dan penerapan

sanksi secara konsekwen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan lembaga yang
berwenang menggali sumber-sumber pendapatan di daerah, untuk itu
dalam melangkah senantiasa tidak lepas dari kebijakan pemerintah

daerah yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam upaya
intensifikasi Pendapatan Daerah selaku leading sektor atau instansi
pengelola pendapatan di Propinsi Jawa Tengah, mempunyai beban dan
tanggung jawab yang cukup berat untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah terutama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997, suna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi
daerah untuk kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di
daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka langkah-langkah kebijakan
dalam bidang pendapatan daerah, yang ditempuh adalah sebagai
berikut :

4 Melakukan identifikasi permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan tugas baik intern maupun ekstern, serta yang

berdampak langsung terhadap penerimaan daerah  dengan
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diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan

sebagai akibat terjadinya krisi ekonomi di era reformast ini.

Sistem dalam perpajakan terus diupayakan penyempurnaannya
dengan berpedoman pada misi vang terkandung dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan,
manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu
pelayanan  disiplin kerja, kejujuran dan tanggung jawab,
berdedikasi tinggi serta melalui penyempurnaan sistem

adminsitrasi.

. Mengadakan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan

pendapatan daerah dengan menyeienggaxakan rapat koordinasi
bersama  instansi terkait dalam rangka penyusunan Peraturan
daerah beserta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya,
yang disesunaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

beserta aturan pelaksanaan.

. Berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam

memenuhi pembayaran baik pajak daerah maupun retribusi daerah,
dengan lebih mengintensifkan penyuluhan dan tauladan yang
secara langsung kepada masyarakat sebagai objek pajak maupun

objek retribsi sesual tepat sasaran.
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e. Agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat, maka secara

terus menerus diupayakan peningkatan sarana dan prasarana kerja
serta peningkatan kualitas sumber daya ‘manusia  dan
penyederhanaan sistem prosedur pelayanan (pelayanan yang cepat,

tepat dengan biaya ringan).

Meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait
kepada aparat yang menangani sistem pengelola pendaptan asli
daerah di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan kewenangan

masing-masing unsur.

_ Memperhitungkan kembali sektor-sektor kekayaan daerah baik

potensi maupun penetapan tarifnya, sevai kondisi perekonomian

dewasa 1ni.

. Dalam bidang sarana teknologi, komputerisasi diupayakan untuk

dapat memperlancar huningan kerja aparat di lingkungan dinas-
dinas (instansi terkait lainnya) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah,
guna mencapai sasaran dalam pelaksanaan tugas sehingga
mendapatkan hasil yang optimal, serta upaya meningkatkan
pelayanan terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi di daerah,
dan guna meningkatkan koordinasi dengan unit-unit penghasilan

pendapatan dalam perecepatan pengiriman data Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) agar dicapai kesatuan langkah dalam penentuan

kebijaksanaan 20)

Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda

negara Indonesia, sebagal aparatur pemerintah khususnya di daerah perlu
mengambil langkah-langkah untuk mengadaptasi era reformasi ini, dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penghapusan pungutan liar yang tidak berdasarkan Undang-undang atau

Peraturan Daerah;

. Peningkatan Kualitas Pelayanan;

. Penegakan disiplin dan wibawa aparatur di selttor pelayanan (terutama
SAMSAT)

. Mengutamakan kecepatan, ketepatan dalam menyelesaikan administrasi,
sebagai contoh apabila dulu dalam waktu sehari baru bisa dapat
diselesaikan sekarang dalam waktu satu jam sudah harus selesai;

. Memperlihatkan , mendengarkan dan memecahkan keluah wajib pajak
masyarakat;

. Menjalin komunikasi timbal balik dengan wajib pajak dan retribusi ;

. Pembebasan pajak bagi daerah yang terkena kerusuhan (misainya di Kota

Surakarta ) ;

20) Teguh Wiyono, Wawancara pribad Dinas Pendapaian Daerah Propinsi Jawa Tengah

tanggal 8 Maretf 2000
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8. Pemberian sistem pembayaran cicilan atau kredit kepada wajib pajak yang

terkena dampak krisis 21)

Sebagai ukuran keberhasilan atau tolok ukur dari kebijaksanaan
tersebut diatas dapat diproyeksikan dengan melihat perkembangan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun
Anggaran 1996/1997 sampai- dengan Tahun Anggaran 2000, gambaran
bahwa dengan berlakunya Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 yang
diperbarui menjadi Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 teiah
mempengaruhi kondisi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Mengingat
Pajak dan Retribusi Daerah merupakan komponen terbesar dalam kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dengan adanya perubahan
tersebut akan mempengaruhi perubahan proporsinya terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Sementara itu penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak terlepas
dari adanya jenis — jenis pungutan baru seperti yang telah diamanatkan dalam
Undang — undang. Penciptaan pungutan baru tersebut. pada dasarnya untuk
mengkompensasi adanya pendapatan yang hilang dalam pemberlakuan
Undang — undang dimaksud serta menambah jenis pungutan yang potensial
didaerah.  Sumber penerimaan baru ini pukup efektif untuk menjadi

penyangga penurunan penerimaar.

21). Bambanyg Kusdipants, Wawancara pribadi  Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah
tanggal 6 Maret 2000
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BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai
berikut :

Ditetapkannya Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daecrah
dan Retribusi Daerah, secara tegas telah membatasi jenis pungutan Pajak
maupun Retribusi bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah
Propinsi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000
Pemerintah Daerah akan memfokuskan pungutan pajak dacrah dari 4 (empat)
jenis pajak yang telah ditetapkan yaitu PKB & PKDA, BBN KB & BBN
KDA, PBB KB dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah &
Air Permukaan Tanah.

Oleh karena sudah dibatasi jenis pajaknya maka hanya pada 4 (empat) jents
pajak tersebut yang harus dikelola secara profesional.

Adapun untuk jenis retribusi telah ditetapkan 3 (tiga) golongan yaitu Retribusi

Jasa Umum , Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.
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Dari 3 (tiga) golongan retribusi tersebut Pemerintah Daerah masih memiliki
peluang untuk mengelola jenis pungutan retribusi sepanjang masth dalam 3
(tiga) golongan retribusi yang ditentukan.

Oleh karena itu diperlukan inisiatif, kreatifitas dan keberanian untuk
mengémbangkan jenis pungutan yang tentunya harus dilandasi dengan prinsip
retribusi vyaitu memberikan kontra prestasi secara langsung dan dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat penggunanya.

1. Langkah — langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Propinsi
Jawa Tengah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah adalah melalui

sector Pajak dan Retribusi adalah :

+,

% Mempercepat penetapan dan pengesahan Peraturan — peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

.
"

Identifikasi pemabayar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang —
undang .

% Peningkatan pengawasan dengan penerapan Low Enforcement yang
lebih tegas.

% Perbaikan administrasi pungutan Perpajakan dan Retribusi.

2. Masalah vang timbul dengan diberlakukannya Undang — undang Nomor
39 dan 25 Tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan sector Pajak dan

Retribusi adalah :
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e Secara umum terdapat penurunan penerimaan Pajak maupun Retribusi
Daerah yang mengakibatkan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah
penyebabnya karena karena ada beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang
sangat potensial bagi Pemerintah Daerah Propinsi hilang seperti misalnya
Retribusi Hasil Tambang Golongan C, Retribusi Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan, Pajak Atas Izin Menangkap Ikan, Pajak Angkutan diatas
Air dan Pajak BBN diatas Air.

Variabel yang dapat dicoba untuk dijadikan ukuran masyarakat
dalam pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah antara lain,
; - Rata-rata tingkat pendapatan masyarakat (income perkapita)
- Tingkat konsumsi masyarakat
- Tingkat pendidikan
- Realis.asi Pendapatan Asti Daerah

- Dan lain sebagainya.

& Kendala vang kadangkala masih selalu ditemui dalam pelaksanaan
Peraturan daerah antara lain

- Kurang intensifnya sosialisasi

- Penerapan sanksi yang belum sepenuhlnya berjalan sebagaimana

ketentuan dalam Peraturan Daerah
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®

Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum efektif dikarenakan
masih banyaknya kendala seperti faktor politic will dart Pemerintah
Daerah, keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan belum

siapnya perangkat penunjang lainnya.

Upaya telah dilakukan antara lain

Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah PKB/BBN KB baik secara

langsung maupun melalui media lain.

- Melakukan inventarisasi melalui kegiatan pendataan langsung (door to
door)

- Bekerja sama dengan Pemda setempat dan Instansi  terkait

melaksanaan kegiatan operasional terpadu.

Dimungkinkan adanya objek pungutan ganda baik oleh propinsi maupun
kabupaten / kota khususnya objek retribusi namun karena wilayah
kewenangan felah dibagi secara tegas maka solusinya adalah memberikan
saran kepada pemerintah pusat untuk deregulasi terhadap sistem
perpajakan nasional maupun daerah sehingga akan ditetapkan beberapa
macam saja objek pajak dan retribusi dengan pola tax sharing antara Pusat

dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten / Kota)

Kiat Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi antara lain
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- Memberikan pelayanan prima secara optimal kepada masyarakat
dalam pemenuhan kewajiban pajak / retribusi

- Tidak menciptakan pungutan — pungutan yang tidak perlu dan tidak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah.

. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pungutan pajak /

* retribusi daerah secara rutin dan berkelanjutan.

3. Kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah guna menopang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
a. Melaksanakan inventarisasi jenis — jenis pungutan Pajak dan Retribusi

Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang semula

menjadi kewenangan Instansi Vertikal tapi telah menjadi urusan

Pemerintah Daerah .

b. Penyesuaian dan penyusunan kembali Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah.
¢. Melaksanakan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara :

- Melaksané.kan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi dalam rangka meningkatkan ketaatan dan menjaring
Wajib Pajak dan Retribusi Dacrah baru.

- Mengoptimalkan  Sumber Daya Manusia dalam rangka

profesionalisme Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah
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- Penyederhanaan sistem dan prosedur pungutan penyetoran Pajak
dan Retribusi Daerah.
- Melaksanakan pengawasan dengan menerapkan Low Enforcement

vang lebih tegas.

4.2, SARAN — SARAN,

1. Dalam pengenaan pajak dan tetribusi daerah hendaknya memperhatikan
dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat.

2. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pelayanan masyarakat
terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Hendaknya Pemerintah Daerah harus mampu meperdayakan masyarakat

f..))

dan masyarakat secara aktif berperan serta dalam upaya meningkatkan

pendapatan asli daerah.

- Mempersiapkan dasar hukum pungutan sesuai peraturan perundang —
undangan yang berlaku yaitu undang -- undang Nomor 18 Tahun 1997
jo Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 sambil menunggu PP.

- Meningkatkan dan mengembaqgkan upaya — upaya pola kerja sama
antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi (Bilateral), kerja sama
Kabupate'n / Kota dan Propinsi serta kerja sama lintas sektoral dalam
rangka suksesnya pungutan Pendapatan Daerah.

- Meningkatkan upaya — upaya sosialisasi pemungutan Pendapatan

Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga
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Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun kelompok - kelompok
masyarakat, kalangan akademis serta peran aparat itu sendiri.

Melakukan divertifikasi terhadap upaya peningkatan Pendapatan
Daerah sclain melaksanakan intensifikasi objek riel yang sudah

terdaftar maupun ekstensifikasi potensi objek yang belum terjangkau,

‘namun telah terdata dengan melakukan kerja sama, penyertaan modal,

pola bantuan ataupun pola bagi hasil. Dapat juga ditempuh dengan
pemutakhiran data dan perluasan cakupan objek pungutan.
Meningkatkan profesionalisme petugas pemungut Pajak dan Retribusi
Daerah agar tidak mudah dikelabuhi oleh wajib pajak, sehingga
penghindaran dan penggelapan pajak dapat diperkecil. Dengan
profesionalnya petugas juga dapat mengantisipasi dan melihat
peluang-peluang yang mungkin masth dapat digali menjadi Sumber
pendapatan Daerah.

Menumbuhkembangkan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta
agar mematuhi ketentuan yang berlaku, yang dapat dilakukan
penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsekwen sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan yang sederhanad,
sistematis, mudah, simpel dan aman akan dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan menunjang upaya intensifikasi

pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Disamping itu dengan sistem
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yang baik juga akan dapat menekan terjadinya keboroan yang selama
ini disinyalir masih banyak terjadi di Daerah.

Penataan Kelembagaan dengan memantapkan struktur organisasi dan
tata kerja instansi pemungut Pendapatan Daerah sesual ketentuan
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah dengan mengefektifkan dan memberdayakan
semacam forum komunikasi antar Aparat Pendapatan Daerah.
Kabupaten / Kota hendaknya segera menyikapi pelaksanaan
kewenangan yang telah diterima berdasarkan P]f" Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom atas pungutan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak seperti Peiaksanaan terhadap beberapa pungutan yang
dipungut Ex. Kanwil.

Untuk sementara waktu perfu dipertimbangkan pelaksanaannya
dengan pola kerja sama diantara Propinsi dan Kabupaten / Kota guna
mengamankan pelayanan terhadap masyarakat dan pengamanan hasil

pungutan dimaksud.
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